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Kuesioner Penelitian
Pengavwasan Pos
Pelayanmnan Terpadu
Terhadap Keefektifan
Pelayanmnan Publik Di
Kabupaten Bonmne
NMenurut Peraturan
Bupati No.16/2019.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perkenalkan saya Windi Putri Wananda Mahasiswa
Prodi Hukum Administrasi Negara 2018 Unhas, saat
ini saya sedang melakukan penelitian terkait
Pelaksanaan Pengawasan Pos Pelayanan Terpadu
Terhadap Keefektifan Pelayanan Publik Di Kabupaten
Bone Menurut Peraturan Bupati No.16/2019.

Atas hal tersebut, mohon kesediaan partisipasi
Bapak/lbu untuk Mmeluangkan waktu dalam Mmengisi
kuesioner ini, mengenai Nnformasi terkait Pengawasan
Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Keefektifan
Pelayanan Publik Di Kabupaten Bone Menurut
Peraturan Bupati No.16/2019.

Semua informasi yang diterima bersifat rahasia dan
hanya digunakan untuk keperluan akademik.

Terima Kasih Banyak Atas Partisipasi dan Kesediaan
Bapak/iIbu.
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Apakah Anda Mengetahui Tentang
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